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APA SIH PROFESI PERENCANA?
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• Profesi perencana adalah profesi yang dinamis dan terus berkembang menyesuaikan kemajuan 
jaman à hal ini berkaitan dengan tuntutan seorang perencana yang harus membuat 
perencanaan yang berorientasi ke depan.
• Profesi perencana memiliki kemampuan dalam berpikir runtut dan sistematis dan dalam 

pekerjaan banyak berperan sebagai team leader karena seorang perencana memahami 
keseluruhan proses atau POAC (planning, organizing, actuating, and controlling). Selain 
merencanakan, profesi perencana juga perlu menjalankan dan memastikan implementasi dari 
perencanaan tersebut.
• Profesi perencana memiliki banyak pengembangan/fokus keahlian seperti analis lingkungan, 

perencana transportasi, analis pengembangan wilayah, dst.
• Profesi perencana memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Ahli Perencana (IAP) sebagai wadah 

pembinaan profesi, komunikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi antarahli PWK dan 
Lembaga lainnya.
• Profesi perencana membutuhkan pola pikir yang kritis dan komprehensif sehingga prospek karir 

terbuka di berbagai sektor.
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PELUANG KARIR LULUSAN PERENCANA WILAYAH KOTA (PWK)
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Sektor Institusi/Lembaga

Instansi Pemerintah • Pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, 
Kementerian ATR/BPN, KLHK, dll)

• Pemerintah Prov/Kab/Kota (Bappelitbangda, Dinas PUPR, dll)
• Badan Pemerintah (BPTJ, BIG, BPPT, Badan Geologi, dll)

Pengajar • Perguruan tinggi sebagai pengajar
Peneliti • NGO/Lembaga riset  (WWF, Semeru, URDI, ITDP, dll)
BUMN/D • BUMN (PT. PII, Bina Marga, Adhi Karya, Hutama Karya, Telkom, dll)

• BUMD (PT. MRT, PT. BIJB, Jakpro, dll)
Swasta/StartUp • Pengembang Kawasan (BSDCity, Sinarmasland, APL)

• Management Trainee (all major) à Paragon, Shopee, Gojek, dll)
Konsultan • Perusahaan Konsultan Perencanaan (SKHA, Ariaripta, McKinsey, dll)
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SEBAGAI PERENCANA 
KEWILAYAHAN DI BAPPENAS 
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Pasal 3 ayat (1) à Ruang Lingkup perencanaan pembangunan nasional mencakup 
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi 
semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indoneisa

Kerangka regulasi mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2 ayat (4) à Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan. 

DASAR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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Sekretariat Kementerian PPN/
Sekretariat Utama

Bappenas

Inspektorat
Utama Bappenas

Inspektorat
Bidang Administrasi

Umum

Inspektorat
Bidang Kinerja
Kelembagaan

Deputi Bidang 
Ekonomi

Direktorat
Perencanaan Makro
dan Analisis Statistik

Direktorat
Jasa Keuangan 

dan BUMN

Direktorat
Keuangan 

Negara dan Analisis 
Moneter

Direktorat
Perdagangan, 

Investasi,
dan Kerja Sama Ekonomi

Internasional

Deputi Bidang
Sarana dan
Prasarana

Direktorat
Pengairan dan

Irigasi

Direktorat
Perencanaan dan

Pengembangan Proyek
Infrastruktur Prioritas

Nasional

Direktorat
Transportasi 

Deputi Bidang 
Pendanaan 

Pembangunan

Direktorat
Kerja Sama Pendanaan

Multilateral

Direktorat
Pengembangan 

Pendanaan

Deputi Bidang 
Politik, Hukum,

Pertahanan, dan 
Keamanan

Direktorat
Politik dan 
Komunikasi

Direktorat
Hukum dan Regulasi

Direktorat 
Politik Luar Negeri

dan Kerja Sama
Pembangunan
Internasional

Direktorat
Pertahanan dan 

Keamanan

Direktorat
Aparatur Negara

Biro
Hubungan 

Masyarakatdan
Tata Usaha Pimpinan

Biro 
Sumber Daya 

Manusia 

Biro 
Perencanaan,

Organisasi, dan
Tata Laksana

Pusat Data dan 
Informasi

Perencanaan
Pembangunan

Biro 
Umum

Biro  
Hukum

Deputi Bidang 
Pembangunan 

Manusia, Masyarakat,
dan Kebudayaan

Direktorat
Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

Direktorat
Agama, Pendidikan, dan

Kebudayaan

Direktorat
Pendidikan Tinggi dan

Iptek

Direktorat
Keluarga,

Perempuan, 
Anak,Pemuda, dan

Olahraga

Deputi Bidang 
Pemantauan, Evaluasi,

& Pengendalian 
Pembangunan 

Direktorat
Pemantauan, Evaluasi,

dan Pengendalian
Pembangunan

Sektoral 

Pusat Analisis 
Kebijakan dan Kinerja

Deputi Bidang
Pengembangan

Regional

Direktorat
Pembangunan Daerah

Direktorat
Regional I

Direktorat
Regional II

Direktorat
Tata Ruang dan

Penanganan Bencana

Pusat Pembinaan, 
Pendidikan,

dan Pelatihan 
Perencana

Deputi Bidang 
Kemaritiman dan

Sumber Daya Alam

Direktorat
Kehutanan dan

Konservasi 
Sumber Daya Air

Direktorat
Kelautan dan

Perikanan

Direktorat
Pangan dan

Pertanian

Direktorat
Sumber Daya Energi, 

Mineral, dan 
Pertambangan

Deputi Bidang 
Kependudukan dan

Ketenagakerjaan

Direktorat
Kependudukan dan

Jaminan Sosial

Direktorat
Pengembangan

Usaha Kecil,
Menengah, dan

Koperasi

Direktorat
Ketenagakerjaan

Direktorat
Penanggulangan 
Kemiskinan dan
Pemberdayaan

Masyarakat

Direktorat
Sistem dan Prosedur

Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengedalian

Pemantauan

Direktorat
Perencanaan 

Pendanaan

Direktorat
Lingkungan Hidup

Direktorat
Koordinasi Penyusunan

Perencanaan 
Pembangunan

Direktorat
Pemantauan, Evaluasi,

dan Pengendalian
Pembangunan

Daerah

Direktorat
Industri,

Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif

Direktorat
Regional III

Direktorat
Ketenagalistrikan,

Telekomunikasi dan
Informatika

Direktorat
Perumahan dan

Permukiman

Direktorat
Kerja Sama Pendanaan

Bilateral

Direktorat
Alokasi Pendanaan

Pembangunan

MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

Staf Ahli Bidang
Pembangunan Sektor 

Unggulan dan Infrastruktur

Staf Ahli Bidang
Hubungan Kelembagaan

Staf Ahli Bidang
Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan

Staf Ahli Bidang
Sinergi Ekonomi dan

Pembiayaan

Staf Ahli Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan
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STRUKTUR ORGANISASI ESELON I DAN ESELON II KEMENTERIAN 
PPN/BAPPENAS (Sesuai Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 9 Tahun 2019) 
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FUNGSI UTAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2. Pengalokasian
• Alokasi pada Prioritas 

Nasional sampai dengan 
Proyek Prioritas

• Integrasi sumber-sumber 
pendanaan

3. Pengendalian
• E-monev
• Dashboard Pelaksanaan Rencana
• Tindakan korektif

• Model inovasi pembangunan 
• Kajian staregis nasional
• Peningkatan kapasitas perencanaan 

pembangunan pusat dan daerah
• Peningkatan peran serta kemitraan 

non pemerintah
• Kerangka kelembagaan dan regulasi

4. Enabler

1. Perencanaan
• Perencanaan berbasis 

analisis dan berorientasi 
hasil (delivered)

• Clearing house program 

Rp

Didukung oleh:

• SDM Perencana yang Berintegritas, Visioner, Unggul
• Satu Data Indonesia
• Integrated Digital Workspace - Smart Office (IDW-SO)
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PERAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM PEMBANGUNAN (5 TAHUN KE 
DEPAN)
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Perencanaan Alokasi Pengendalian Enabler
• Penyusunan ekonomi makro
• Penyusunan tema, sasaran, 

arah kebijakan, dan prioritas 
pembangunan

• Melakukan koordinasi, 
sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan perencanaan dan 
penganggaran penyiapan 
rancang bangun sarana dan 
prasarana

• Penyusunan rencana 
pembangunan nasional 
secara tematik, holistik, 
integratif, dan spasial (THIS) 
dalam penetapan program 
dan kegiatan K/L/D

• Kesepakatan global

• Mengalokasikan pembiayaan 
berdasarkan prioritas nasional 
pada sektor dan proyek strategis 
nasional yang berkelanjutan

• Pengembangan model investasi 
publik dan portofolio pembiayaan 
pembangunan

• Melakukan kajian terkait koordinasi 
kelembagaan yang terlibat berikut 
sumber daya manusianya dan 
pembiayaannya

• Melakukan evaluasi capaian target 
pembangunan sebelumnya dan 
kajian untuk penentuan asumsi 
baseline kondisi terkini

• Mengalokasikan sumber daya dan 
berperan aktif dalam 
menyelesaikan isu global

• Pengendalian pembangunan yang 
menjamin tercapainya hasil 
pembangunan (outcome)

• Pendampingan dan penguatan 
terhadap K/L dan pemerintah 
daerah terkait dengan 
pencapaian proyek strategis 
nasional

• Koordinasi intensif dengan K/L 
terkait, konsultasi publik dan 
penguatan peran Kemenko

• Koordinasi lintas pelaku 
pembangunan dengan K/L, 
pemerintah daerah, akademisi, 
dan kunjungan lapangan

• pelibatan peran serta para pelaku 
pembangunan beserta menjadi 
vocal point untuk koordinasi 
penanganan isu global tersebut

• Pengembangan kebijakan inovasi 
pembangunan  yang bersifat lintas sektor 
sesuai dengan proyek strategis nasional

• Pengkajian dan perumusan kebijakan di 
bidang perencanaan pembangunan dan 
kebijakan lainnya.

• Penguatan kapasitas perencanaan di pusat 
dan di daerah dalam menciptakan 
mekanisme pendanaan yang inovatif dan 
kreatif

• Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait 
investasi publik yang memadai

• Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis 
nasional, serta kegiatan lintas Kemenko

• Meningkatkan peran serta kemitraan non 
pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko

• Penguatan peran Kementerian 
PPN/Bappenas sebagai think-tank untuk 
menyusun  perencanaan yang lebih inovatif 
dan visioner

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui 
kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, 
Koordinator, Think-tank, dan Administrator

Pelaksanaan dari peran Pengendalian 
dilakukan melalui kapasitas 
Kementerian PPN/Bappenas sebagai 
Pengambil Keputusan, Koordinator, 
dan Think-tank 

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui 
kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai 
Think-tank
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TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2022
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ARAHAN PRESIDEN : BAPPENAS SEBAGAI CLEARING HOUSE 
“MAKING PROGRAM DELIVERED”
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Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung,
termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap
kementerian. Presiden meminta Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dapat menjadi clearing house.

Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RPJMN 2020-
2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 
(14/11/2019)

Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-
sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas
birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu
menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh
masyarakat.
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1

2

3

Major Project
Berdasarkan PP No 18 Th 2020 
tentang RPJMN Tahunn 2020-
2024

PSN (Proyek Strategis 
Nasional) Berdasarkan PP No 13 
Th 2017 tentang RTRWN

“PROYEK PRIORITAS 
STRATEGIS NASIONAL”

- adalah - Bandara
Sarana 

Olahraga
Kilang Minyak 

dan Gas Pelabuhan Tanggul

SPAM Kereta Api Jalan Pendidikan Industri

Ketenaga-
listikan Telekomunikasi Irigasi Perumahan Lainnya

Proyek yang 
Berdampak Besar
Merujuk kriteria pada

PP No 13 Th 2017 tentang RTRWN

Sektor-Sektor Pembangunan

HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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PRINSIP CLEARING HOUSE

Perencanaan Pembangunan Pengendalian Perencanaan

Penentuan Kriteria
Program Prioritas

Approval Terhadap Usulan
Program Prioritas

Penyiapan Insentif
(Pendanaan, Regulasi, 

Kelembagaan)

Monitoring & Evaluasi Terhadap
Program Prioritas

Penyusunan Rekomendasi
Debottlenecking Berdasarkan Hasil 

Monev

Bappenas berhak menolak usulan program/proyek prioritas nasional
yang tidak sesuai dengan kriteria (pinsip “Bappenas can say no”)

Bappenas Berwenang Menentukan Prioritas
Pembangunan 

3. Bappenas Berwenang Memberikan Insentif (Bappenas can 
make K/L/Daerah/BUMN/BUMD say YES)

4. Bappenas Bertanggung Jawab Untuk Mengevaluasi
Parameter Clearing House

Bappenas berwenang memberikan insentif bagi K/L/D yang mengikuti
prioritas pembangunan dalam bentuk finansial (pendanaan) dan/atau
non-finansial (perencanaan penguatan regulasi & kelembagaan, bantuan
teknis/pendampingan, penghargaan atau rekognisi)

Bappenas mengevaluasi pola penentuan prioritas, mekanisme approval 
program prioritas, dan  parameter insentif terhadap pencapaian output 
dan outcome yang diharapkan (transformasi ekonomi).

2. 

Penerapan 4 Prinsip

*mengikuti proses eksisting di Bappenas *contoh penerapan: kunker

*berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 4 ayat 3; dan PP 17 Th. 2017 Pasal 3 & 4

1. Bappenas Berwenang Mengatakan Tidak (Bappenas can say NO)
* berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 6 ayat 2; Pasal 21 ayat 1 & 2; dan PP 

17 Th. 2017 Pasal 16

1) akan didiskusikan lebih lanjut

Bappenas menentukan prioritas pembangunan dan mengarahkan
alokasi anggaran pada Prioritas1 yang menjadi pedoman bagi
pelaksanaan prinsip “Bappenas that can say no”

* berdasarkan UU 25 Th. 2004 Pasal 4 ayat 3; Pasal 6 ayat 2;  Pasal 14 ayat
1; dan PP 17 Th. 2017 Pasal 7 & Pasal 10

*berdasarkan Perpres 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

4 Prinsip Dasar Clearing House1
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Sinkronisasi penjabaran sasaran pembangunan nasional (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, 
tingkat pengangguran terbuka, indeks rasio gini, dan indeks pembangunan manusia) menjadi sasaran 
pembangunan wilayah; 

Penyusunan kebijakan wilayah untuk menjadi arahan pembangunan sektoral; 

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan unit kerja sektoral di Bappenas secara iteratif untuk 
memetakan dan menyelaraskan kebutuhan pembangunan di daerah sebagai bagian dari rencana 
pembangunan nasional; serta 

Penyediaan data dan informasi wilayah, serta analisis kewilayahan berbasis pendekatan THIS dalam 
kerangka pembangunan nasional di daerah.

15

PERAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN 
REGIONAL
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Deputi Bidang 
Pengembangan Regional 
mempunyai tugas 
menyelenggarakan 
pengoordinasian dan 
perumusan kerangka 
ekonomi makro regional, 
serta pengoordinasian, 
perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, 
serta pemantauan, 
evaluasi, dan pengendalian 
perencanaan 
pembangunan nasional di 
bidang regional dan 
infrastruktur 
pengembangan wilayah.

1. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro 
regional serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta 
pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan regional dan 
infrastruktur pengembangan wilayah;

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan 
nasional di bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;

3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan regional 
dan infrastruktur pengembangan wilayah dalam penetapan program dan kegiatan 
Kementerian/Lembaga/Daerah;

4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana 
Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan 
regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;

5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang 
pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;

6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang 
pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di 
bidang pengembangan regional dan infrastruktur pengembangan wilayah; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

FUNGSITUGAS

Berdasarkan Permen PPN/Kepala
Bappenas No. 9 Tahun 2019*

16

TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
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STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 
REGIONAL

Deputi Bidang
Pengembangan Regional

Direktorat
Regional I

Direktorat
Regional II

Direktorat
Pembangunan

Daerah

Direktorat
Regional III

Direktorat
Tata Ruang & 

Penanganan Bencana

Koordinator
Sumatera I

Koordinator
Sumatera II

Koordinator
Jawa I 

Koordinator
Kalimantan I

Koordinator
Sulawesi I 

Koordinator
Sulawesi II 

dan NTB

Koordinator
NTT

Koordinator
Maluku dan

Maluku Utara

Koordinator
Papua

Koordinator
Tata Ruang &  Analisis

Sosial Ekonomi Regional

Koordinator
Penanganan Bencana

Koordinator
Pertanahan

Koordinator
Sistem Informasi & 

Data Regional

Koordinator
Perkotaan

Koordinator
Perdesaan

Koordinator
Keuangan Daerah

Koordinator
Aparatur & 

Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Koordinator
Jawa II dan Bali 

Koordinator
Kalimantan II

Koordinator
Papua Barat

17
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ALGORITMA PROSES BISNIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN 
REGIONAL DALAM KERANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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Start 

ALGORITMA PROSES BISNIS KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DALAM KERANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Lampiran Nota Dinas II  
No :  /Dt.2.3.ND/12/2020 
Tanggal : Desember 2020 

IDENTIFIKASI ARAHAN UMUM 

RPJMN 
RKP (H-1) 

RTRWN /Doktek 
Arahan Presiden/Menteri 

Arahan Dep. Ekonomi, 
Dit. TRPB, Dit. PD 

 

PROSES TEKNOKRATIS 
 (JULI-DES T-2) 

KEK – KI – DPP - KSPN 

KEBENCANAAN - 
PERBATASAN – DATING 

- METROPOLITAN 

BASIS PULAU – 
PROVINSI – 

KABUPATEN/KOTA 

Unit Analisis Tematik 

Unit Analisis Administrasi 

FORUM KONSULTASI PUBLIK 
(SAHLI KELEMBAGAAN) 

 

INTEGRASI PROSES TEKNOKRATIS & 
DELIBERATIF  

(JAN – JUNI T-1) 

KUNJUNGAN KERJA BAPPENAS 
(MENTERI/SESMEN/PAKK) 

HASIL MONEV 
(KEDEPUTIAN PEPP) 

 

PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

 

RENJA K/L 
INDIKATIF  

ANALISIS 
REGIONAL : 

REKOMENDASI 
LOKASI DAN 
KEGIATAN 

ISU KHUSUS/ 
KAWASAN 

USULAN 
DAERAH 

ISU 
UMUM/NASIONAL 

Data Spasial, Tata Ruang, TKDD & Big Data 

Forum Penting:  
• Rakorbangpus 
• KonReg K/L 
• MM DAK 
• Perencanaan Investasi 

 

Forum Penting:  
• Konsultasi 

Triwulanan I/II 
(BAPPENAS) 

• Rakorgub 
• Rakortekrenbang 

(KEMENDAGRI) 
 

 

LIST KEBUTUHAN 
DAERAH DAN 

SUMBER 
PENDANAAN 

RENJA K/L FINAL 

Dukungan Output 
dalam RKPD 

Long List Kriteria 
& Prioritas Sektor 

 

Long List  Kriteria 
& Prioritas Daerah 

 

PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 

PROSES POLITIS & ADMINISTRATIF 
PERENCANAAN (JULI – DES T-1) 

APROVAL 
KRISNA RENJA 

K/L 

PEMUTAKHIRAN 
PAGU &  

KRISNA RKP  

If A & B 
YES (?) 

ENDORSEMENT: 
Sebagian kegiatan K/L dalam 
Wilayah Regional I/II/III  
Untuk kewenangan ini 
dibutuhkan Permen BAPPENAS  
 

 

ENDORSEMENT: 
Tagging kegiatan PN yang 
membutuhkan dukungan daerah 
dalam wilayah Regional I/II/III  
Untuk kewenangan ini dibutuhkan 
Permen/SKB antara BAPPENAS dan 
KEMENDAGRI 
 

 

Umpan Balik untuk tahun berikutnya 

End 

NO (?)  

Umpan Balik untuk tahun berikutnya 

Regional Turut 
Menandatangani BA TM 

NO (?)  

If B 

A 

 B 

A 

B 

Forum Penting:  
• Musrenbang 

(BAPPENAS) 

Forum Penting:  
• Trilateral Meeting 

(BAPPENAS) 

PEMUTAKHIRAN 
KRISNA SELARAS 
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Pertumbuhan Sumatera 5,6 % 
memerlukan:
1. Perluasan Lahan
2. Bendungan
3. Irigasi
4. Revitalisasi Hutan
5. Perhubungan

1. Jalan
2. Laut
3. Udara

6. Subsidi Saprodi
7. Kepastian pasar

Program, Kegiatan, 
Proyek K/L dan SKPD 
di Sumatera:
1. Pertanian
2. PU
3. Kehutanan
4. Perhubungan
5. Perdagangan
6. Industri

Renja
dan RKA
K/L 

Deputi Regional Deputi Sektor

1. Menyusun Database Daerah
2. Menyusun kebijakan Per Wilayah berdasarkan KEM Nasional
3. Mengkoordinasikan kebijakan per wilayah dg Sektor

1. Bersama Dep Ekonomi menentukan target 
pertumbuhan Sektor

2. Berdasarkan kebijakan Wilayah menyusun rencana
sektor per wilayah 19

MENGARAHKAN RENCANA SEKTORAL BERBASIS WILAYAH
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HIGHLIGHT PEKERJAAN DAN 
KEGIATAN03
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Dapat mengungkap 
trend dan kondisi

Angka kemiskinan di Papua 
paling tinggi di Indonesia.

Data Kuantitatif

Mengidentifikasi 
Trend dan Pola

Bisa berupa data kuantitatif 
maupun kualitatif 

Analisis Big Data

Manusia Adalah Subjek 
Pengembilan Kebijakan

Perilaku Manusia sangat 
spesifik dan dipengaruhi 
banyak faktor (budaya, 

lingkungan hidup, geografi, 
ekonomi)

Analisis Data 
Perilaku (Behaviour)

Dapat mengungkap 
detail perilaku manusia

Rejeki dan makanan yang 
penting cukup untuk hari ini.

Data Kualitatif

Semakin banyak issue pembangunan yang kompleks (social, lingkungan, dst) semakin banyak indikator pembangunan yang mempertimbangkan 
perilaku atau sikap manusia: Happiness Index, Wellbeing Measurement, the dignity line

01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA
Analisa Perilaku dan BIG Data
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SIMREG
Data sekunder makro 
Regional

WEBGIS
RKP on the Map

PRADA
Profil dan Analisis 
Daerah

DATA MAKRO: TELAH 
DIKEMBANGKAN

01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA
Data dan Sistem Informasi Regional
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FAKTOR PENENTU
Kesesuaian RTRW │ Ketersediaan dan Kesiapan Lahan │ Keterlibatan Masyarakat │ Komitmen Pemda │ Kerjasama Swasta

KAWASAN EKSISTING
• Agropolitan
• Minapolitan
• Kawasan Industri
• Kawasan Pariwisata, dsb

Kws.
Ekonomi

POTENSI DAERAH

• Perikanan dan Kelautan
• Pertanian dan Perkebunan
• Industri pengolahan
• Pariwisata

Penentuan komoditas 
unggulan melihat demand 
dan supply serta potensi 
hilirisasinya.

Identifikasi dukungan infrastruktur di 
Prov/Kab/Kota sehingga mampu 
memperkirakan kebutuhan logistik dan 
pendanaan infrastruktur baru

MASALAH DAERAH

• Kemiskinan
• Pengangguran
• Ketertinggalan
• Keterisolasian
• Sumber daya manusia

Kondisi sosial – ekonomi masyarakat 
dapat menjadi pertimbangan dalam 
pemilihan lokasi sehingga dapat 
memberikan pemerataan 
pertumbuhan wilayah.

KELEMBAGAAN

• Kerjasama antar Kab/Kota 
dalam pengembangan 
potensi unggulan

Identifikasi kerjasama antar 
Kab/Kota yang sudah terjalin di 
Provinsi.

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

• Jaringan Jalan
• Jalan KA
• Telekomunikasi
• Bandara

• Pelabuhan
• Air bersih
• Energi

OUTPUT

• Penyerapan tenaga kerja
• Peningkatan PDRB daerah

Memperhatikan kawasan 
eksisting di daerah tersebut 
untuk mendorong 
keterkaitan antar kawasan

PASAR NASIONAL DAN 
INTERNASIONAL

• Potensi ekspor
• Demand nasional dan 

internasional

Indentifikasi potensi dan 
kebutuhan pasar nasional 
maupun internasional 
terhadap produk yang 
akan/sedang dikembangkan

01. PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN ANALISA
Analisa Kewilayahan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi
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CONTOH KEBIJAKAN DALAM RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
NASIONAL 2020-2024
(PERPRES No.. 18/2020) 24

02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:
Sasaran dan Arah Kebijakan
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1. Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas 
unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra 
hilirisasi pertanian dan perikanan di KPPN, Kawasan 
Transmigrasi, SKPT/WPP

2. Pembangunan smelter pada kawasan potensial dalam 
mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA);

3. Penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang 
meliputi jaringan transportasi, sistem energi, fasilitas 
air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan 
limbah; 

4. Pelayanan perijinan dan investasi yang cepat dan 
efisien;

5. Penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan 
perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam 
pengadaan bahan baku dan pendukung; 

6. Pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
7. Penguatan kerjasama pentahelix antara Pemerintah Daerah, badan pengelola, 

masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan 
kawasan strategis; 

8. Perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi global.

Bandara

Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK)

Pelabuhan

Kawasan Industri 
(KI)

Daerah Tertinggal

Kawasan 
Perdesaan

Kawasan Perkotaan 
PKW/PKL

Destinasi 
Pariwisata 

Prioritas (DPP)

Kawasan 
Perbatasan

02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:
Strategi Pembangunan Kawasan
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02. PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN:
Persebaran KEK dan KPBPB
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03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
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03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

KEK Galang Batang (Provinsi Kepulauan Riau)
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03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

KEK Tanjung Kelayanag (Provinsi Kep. Bangka Belitung)
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KEK Mandalika (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

03. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kawasan Strategis: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
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03. KEGIATAN LAINNYA
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03. KEGIATAN LAINNYA
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MITRA DAERAH

MITRA PENGELOLA KAWASAN

BUPP KEK

1. KEK Morotai - PT Jababeka 
Morotai

2. KEK Sorong - PT Malamoi Olom 
Wobok 

MITRA K/L

1

2

3

4

Subdit Maluku dan Maluku Utara

1. Kabupaten Buru
2. Kabupaten Buru Selatan
3. Kabupaten Kepulauan Aru
4. Kabupaten Maluku Barat Daya
5. Kabupaten Maluku Tengah
6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kota Ambon
11. Kota Tual

1. Kabupaten Halmahera Barat
2. Kabupaten Halmahera Tengah
3. Kabupaten Halmahera Timur
4. Kabupaten Halmahera Selatan
5. Kabupaten Halmahera Utara
6. Kabupaten Kepulauan Sula
7. Kabupaten Pulau Morotai
8. Kabupaten Pulau Taliabu
9. Kota Ternate
10. Kota Tidore Kepulauan

Bappeda Provinsi Maluku  dan 
Bappeda 11 Kab/Kota

Bappeda Provinsi Maluku Utara 
dan Bappeda 10 Kab/Kota

2

Subdit Papua Barat

1. Kabupaten Fakfak
2. Kabupaten Kaimana
3. Kabupaten Manokwari
4. Kabupaten Manokwari Selatan
5. Kabupaten Maybrat
6. Kabupaten Pegunungan Arfak
7. Kabupaten Raja Ampat

Bappeda Provinsi Papua Barat dan Bappeda 13 Kab/Kota

8. Kabupaten Sorong
9. Kabupaten Sorong Selatan
10. Kabupaten Tambrauw
11. Kabupaten Teluk Bintuni
12. Kabupaten Teluk Wondama
13. Kota Sorong

3

Subdit Papua

1. Kab. Jayapura
2. Kab. Sarmi
3. Kab. Keerom
4. Kota Jayapura
5. Kab. Merauke
6. Kab Boven Digoel
7. Kab. Mappi
8. Kab. Asmat
9. Kab. Puncak Jaya
10. Kab. Yahukimo

Bappeda Provinsi Papua dan Bappeda 29 Kab/Kota
11. Kab. Tolikara
12. Kab. Pegunungan Bintang
13. Kab. Mimika
14. Kab Mamberamo Raya
15. Kab. Supiori
16. Kab Kepulauan Yapen
17. Kab. Waropen
18. Kab. Nabire
19. Kab. Paniai
20. Kab. Yalimo

21. Kab. Deiyai
22. Kab. Biak Numfor
23. Kab. Dogiyai
24. Kab. Lanny Jaya
25. Kab. Puncak
26. Kab Jayawijaya
27. Kab. Mamberamo 

Tengah
28. Kab Intan Jaya
29. Kab. Nduga

4

Subdit NTT

1. Kabupaten Alor
2. Kabupaten Belu
3. Kabupaten Ende
4. Kabupaten Flores Timur
5. Kabupaten Kupang
6. Kabupaten Lembata
7. Kabupaten Malaka
8. Kabupaten Manggarai
9. Kabupaten Manggarai Barat
10. Kabupaten Manggarai Timur
11. Kabupaten Nagekeo
12. Kabupaten Ngada

13. Kabupaten Rote Ndao
14. Kabupaten Sabu Raijua
15. Kabupaten Sikka
16. Kabupaten Sumba Barat
17. Kabupaten Sumba Barat Daya
18. Kabupaten Sumba Tengah
19. Kabupaten Sumba Timur
20. Kabupaten Timor Tengah Selatan
21. Kabupaten Timor Tengah Utara
22. Kota Kupang

Bappeda Provinsi NTT dan Bappeda 22 Kota/Kabupaten

1

BADAN OTORITA

Badan Otorita Pengelola Kawasan 
Pariwisata Labuan Bajo

Kemenparekraf

BPIW, KemenPUPR

Kemenperindustrian

Kemenko Perekonomian

KemendesPDTT

Kemendagri

PENGELOLA KI

1. KI  Weda Bay
2. KI Buli

MITRA DAERAH

MITRA PEMBANGUNAN

DFAT

UKCCU

33

04. KOORDINASI DENGAN MITRA PEMBANGUNAN:
K/L, Bappeda Provinsi/Kab/Kota, Pengelola Kawasan, Mitra Internasional
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PENUTUP04
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PENUTUP

35

• Profesi perencana memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan, dan memiliki 
lingkup peluang karir yang luas dan terbuka diberbagai sektor.
• Perencana dituntut untuk dapat berpikir sistematis dan memiliki kemampuan 

analitis yang kuat.
• Seluruh pembelajaran dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di ITB 

yang melingkupi analisa statistik, ekonomi kewilayahan, analisa wilayah dan kota, 
analisa spasial dan lainnya menjadi bekal bagi perencana untuk dapat berinteraksi 
dengan berbagai stakeholders dan menyusun kebijakan perencanaan yang 
berkualitas.



Direktorat Regional III
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-2, Gedung Bappenas Rasuna Said, Lt 9
Kuningan, Jakarta
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TERIMA KASIH


